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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

 NOMOR 54 TAHUN 2022  

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dirasa 

perlu untuk dilakukannya penyesuaian nomenklatur 

Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;  

b.  bahwa dalam penyesuaian nomenklatur unit pelaksana 

teknis daerah berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kuantan Singingi; 

SALINAN 
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Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen 

Puskesmas; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335); 

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1); 

11. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan 

Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2021 Nomor 68). 
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MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya dapat disingkat UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi. 

10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 

Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya dapat disingkat Puskesmas 

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 
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12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan 

kegiatan yang bersifat promosi kesehatan 

13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan 

terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian 

penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat 

terjaga seoptimal mungkin. 

15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam 

masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat 

yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin 

sesuai dengan kemampuannya. 

16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau 

perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan 

keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat. 

17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang 

untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

18. Penyebaran penyakit adalah perpindahan patogen yang menyebabkan 

penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke 

individu atau kelompok tertentu lainnya. 

19. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat 

Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah. 

20. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah. 

21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

22. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara 

yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau 

Fungsional.   

23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara 

dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara 

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi 

Dinas Kesehatan  Kabupaten Kuantan Singingi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Patogen
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_menular
https://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi
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BAB II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Puskesmas Cerenti; 

b. Puskesmas Inuman; 

c. Puskesmas Baserah; 

d. Puskesmas Koto Rajo; 

e. Puskesmas Pangean; 

f. Puskesmas Perhentian Luas; 

g. Puskesmas Suka Raja; 

h. Puskesmas Bumi Mulya; 

i. Puskesmas Benai; 

j. Puskesmas Sentajo Raya; 

k. Puskesmas Sentajo; 

l. Puskesmas Teluk Kuantan; 

m. Puskesmas Kari; 

n. Puskesmas Kopah; 

o. Puskesmas Gunung Toar; 

p. Puskesmas Lubuk Jambi; 

q. Puskesmas Lubuk Ramo; 

r. Puskesmas Lubuk Ambacang; 

s. Puskesmas Pangkalan; 

t. Puskesmas Muara Lembu; 

u. Puskesmas Sungai Sirih; 

v. Puskesmas Sungai Keranji; 

w. Puskesmas Koto Baru; 

x. Puskesmas Sungai Buluh; 

y. Puskesmas Beringin Jaya. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

 

(1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional 

Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi. 

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah        

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 4 
 

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:  

a. Kepala UPTD; 

b. Kepala Tata Usaha; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kepala UPTD merupakan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang 

diberi tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 

(3) Kepala Tata Usaha merupakan Jabatan Fungsional yang menjalankan 

tugas administrasi UPTD; 

(4) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala UPTD 

Pasal 5 
 

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi dan pelaporan kegiatan teknis 

operasional Puskesmas. 

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan kegiatan teknis operasional Puskesmas; 

b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD; 

c. pengkoordinasian kegiatan teknis operasional Puskesmas; 

d. perumusan kegiatan teknis operasional Puskesmas; 

e. pelaksanaan kebijakan teknis operasional Puskesmas; 

f. pemetaan daerah-daerah yang berpotensi sebagai daerah 

penyebaran penyakit; 

g. pelaksanaan penyuluhan, pemberdayaan dan pengembangan 

pengetahuan bagi masyarakat tentang kesehatan; 

h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang 

meliputi pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa 

mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif; 
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i. pelaksanaan rujukan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan 

masyarakat; 

j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib meliputi,  promosi 

kesehatan,kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan 

keluarga berencana, gizi masyarakat, pencegahan pemberantasan, 

dan pengendalian penyakit; 

k. penyelenggaraan pelayanan kesehatan spesifik tertentu;  

l. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan 

penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat; 

m. pembinaan, pengawasan, pengendalian kebijakan teknis 

operasional Puskesmas; 

n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan 

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Bagian Kedua 

Kepala Tata Usaha 

Pasal 6 
 

(1) Kepala Tata Usaha mempuyai tugas membantu kepala UPTD dalam 

melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, 

kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, 

program dan keuangan. 

(2) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang ketatausahaan; 

b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan pada Tata Usaha; 

c. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, 

perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan; 

d. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana; 

e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; 

f. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi 

perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

g. pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang 

ketatausahaan; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB V 

TATA KERJA  

Pasal 7 
 

(1) Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi UPTD 

dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas dalam Tata Usaha 

dan masing-masing Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala UPTD. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha dan 

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD 

serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa/Kelurahan  dan Instansi 

Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling 

berkaitan. 

(3) Dalam kedudukan fungsional, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, 

penanggung jawab masing-masing unit kerja dan Kelompok Jabatan 

Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam 

membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing baik dalam 

internal maupun eksternal UPTD. 

 

Pasal 8 
 

(1) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, 

maka dapat diwakili oleh Kepala Tata Usaha. 

(2) Kepala Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka 

dapat diwakili oleh Pejabat Fungsional dalam UPTD dengan 

memperhatikan senioritas kepangkatan.  

 

Pasal 9 
 

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit 

kerja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya.  

 

Pasal 10 
 
 

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit 

kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 11 
 

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit 

kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan 

tugas dilaporkan tepat pada waktunya.  
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Pasal 12 
 

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit 

kerja wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian 

arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 13 
 

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan 

kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada 

Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional 

mempunyai hubungan kerja. 
 

 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 14 
 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas teknis UPTD di wilayah kerjanya di bidang keahlian tugas masing-

masing. 

 

Pasal 15 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB VII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 16 

 

Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional 

diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN  

Pasal 17 
 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi serta sumber lain yang sah. 

 

BAB IX 

PENUTUP  

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 

Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi 

(Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 34), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 28 November 2022 

    Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd. 

 

H. SUHARDIMAN AMBY 

Diundangkan di Teluk Kuantan   

pada tanggal 28 November 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 
 

            ttd. 
 

 

H. DEDY SAMBUDI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 54 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
IRWAN NAZIF, SH., MH 
Pembina Tk. I 

NIP. 19680226 199503 1 003 
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Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd. 
 

        H. SUHARDIMAN AMBY 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 
IRWAN NAZIF, SH., MH 

Pembina Tk. I 
NIP. 19680226 199503 1 003 
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